BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan penelitian serta data yang te;ah diperoleh
oleh penulis dalam skripsi ini, maka didapati beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Bahwa cuti haid merupakan hak yang ditujukan bagi pekerja wanita yang

harus diberikan oleh pihak pengusaha bila pekerja wanitanya merasakan
sakit dan memberitahukan kepada pengusaha. Pada PT.X, pihak
pengusaha PT.X dapat dikatakan telah mengaplikasikan maksud dari Pasal
81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun dengan adanya hak cuti bagi pekerja
wanita yang sedang mengalami haid dan diatur ke dalam Peraturan
Perusahaan. Lebih lanjut Peraturan Perusahaan PT.X khususnya Pasal 18
tentang cuti haid bisa dikatakan lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Pasal 81 tentang cuti haid, karena pada Peraturan Perusahaan
PT.X Pasal 18 ayat (3) memberlakukan uang insentif sebagai kompensasi
bila pekerja wanita tidak mengambil hak cuti haidnya.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi pekerja wanita
masih terdapat beberapa kendala baik itu dari aturan maupun
penerapannya. Kendala yang timbul dari aturan yang berlaku masih
banyak kelemahan dari aturan tersebut dan lebih menguntungkan satu
pihak, yakni pengusaha. Sedangkan dari penerapan, berdasarkan penelitian
yang dilakukan di PT.X, didapatkan satu kebijakan yang bisa dikatakan
sebagai salah satu cara pengusaha agar tidak memberikan hak cuti haid
kepada pekerja wanita yakni dengan memberlakukan uang insentif sebagai

kompensasi bagi pekerja wanita yang tidak mengambil hak cuti haidnya
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meski sejatinya bila ditelaah secara rinci aturan uang insentif yang
diberlakukan PT.X pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT.X
lebih baik dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya segera memperbaiki atau melakukan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 81 ayat (2). Karena pada bagian
tersebut mempengaruhi  efektifitas penerapannya terutama dalam
pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi pekerja wanita. Lebih lanjut
sebaiknya lebih baik lagi melakukan amandemen terhadap Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengingat Undang-Undang tersebut juga
dapat diakatakan sudah tua atau lama.

2. Bagi pihak pengusaha, sebaiknya tidak menyalahgunakan maksud dari
Pasal 81 ayat (2) terkait dalam membuat pelaksanaan pemberian hak cuti
haid bagi pekerja wanita ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama. Lebih lanjut sebaiknya pihak pengusaha
mempermudah bagi pekerja wanita yang ingin mengambil hak cuti
haidnya. Meski adanya uang insentif sebagai kompensasi pekerja wanita
yang tidak mengambil hak cuti haidnya merupakan kebijakan yang
melebihi maksud dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
namun dengan adanya kebijakan tersebut membuat pekerja wanita tidak

mementingkan kesehatan dan keselamatan kerjanya karena lebih
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mementingkan untuk mendapat uang insentif sebagai ganti tidak
mengambil hak cuti haidnya.

Bagi pekerja wanita, disarankan untuk tidak sekedar memahami hak-
haknya sebagai pekerja pada umumnya, namun juga memahami hak-
haknya sebagai pekerja wanita, mengingat pekerja wanita memiliki hak
kekhususan terkait dari fungsi reproduksinya yang salah satunya adalah
hak cuti haid. Lebih lanjut sebaiknya pekerja wanita lebih mementingkan

keselamatan dan kesehatan kerjanya daripada mendapatkan upah yang

tinggi.
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Peraturan Perusahaan

PT. Fronte Classic Indonesia
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Pasuruan, : 31 Mei 2007 ‘ !
Nomor 1 18/UM/PA/G/ /Ex /I
Lampiran : 1 bendel o

rital  © Permoho
Pe crmononan Pengesahan Peraturan Perusahaan,

Kepada Yth,

Bapak Kepala Kantor Dinas Te
Kabupaten Pasuruan

Di .

PASURUAN

naga Kerja & Transmigrasi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah inj -

Nama : Michael B. Daniel

Jabatan : Direktur Administrasi & SDM

Alamat  : JL.Rembang Industri II/10, PIER. Pasuruan

Dengan ini mengajukan perrhohonan untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan Peraturan
Perusahaan, dari Perusahaan’ kami sebagaimana terlampir ‘dalam ‘permohonan ini, dengan data

sebagai berikut : .
1. Nama Perusahaan : PT. Fronte Classic Indonesia
2. Alamat dan No. Telp. : JL.Rembang Industri 11/10.PIER - Pasuruan.
0343.740147,740148

3. Jenis / Bidang Usaha : Permadani lapis karet
4. Daftar Usaha/Akte Notaris : 9 tahun 1993
5. Status Perusahaan : Joint venture
6. Cabang Perusahaan -
7. Jumlah Tenaga Kerja : 99 orang
Golongan WNI WN A

L w L W
Staff 17 5 1 %
Karyawan Bulanan 56 13 - -
Harian 2 5 = -
JUMLAH 75 B ] -
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g, Sistim hubungan kerja
. Untuk waktu tertenty
b. UntulF' waktu tak terteng, g :
Nama Serikat Pekerja (bila ada) : !
’ Jumla anggota SPS| :
10. Kepesertaan JAMSOSTEK
Jumlah karyawan yang masuk J
Karyawan Staff AMSOSTEK :
Karyawan non Staff : Asuransi lain
) : 78 orang
11. Jaminan sosial/kesejahteraan d; Perusahaan antara Tiines

a. Bantuan bersalin bagj ister karyawan

b. Bantuan bersalin bagi karyawati :ggﬁ aga ‘
c. Tunjanga sakit bagij karyawan : ; sqbhermmn :d 2 :
d. Bantuan pengobatan terhadap karyawan ol Hoak s
-y Ban'tu an pengol?atan terhadap keluar ga karyawan : ada / tidak ada

f. Tunjanga}n meninggal dunia sils. | Xk ade
§Jopsiasy : ada / fidak ada
h. Keluarga Berencana s il Gl o

i. Bantuan sosial lainnya - ada / tidele ader

Harap diisi untuk perpanjangan Peraturan Perusahaan .
a. Tanggal dan nomor pengesahan Peraturan Perusahaan terdahulu tanggal 19 Juni 2001
No : 90. /DISNAKERTRANS. PROP/JT/PP/2001.

b. Usul/perubahan/perbaikan Peraturan Perusahaan yang baru Bab IV pasal 9.3, 9.4, 9.5. Bab
VII tambahan pasal 26.3

Hotmat kami

Mithael B. Daniel
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TR A,

el - Direktur Ay, g, SDM

Menyatakan ﬁdak keberat l) a bc] kc"l nan m
ab W,

D emjklaﬂ untuk dunaklurm oleh yang berkepentmgan

Pasurdari, 31 Mei 2007

lepman emmaa by

Michael B. Daniel
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SURA
£ l)ERNYATAAN
Kami yang bertanda tangan dibawah jp; :
a‘&a 555 Muho Rdsul !
gﬂgﬁn :  Rubber '

anm Dsn-MO jOEDm}E;Mojopa’ron- -
' Al Rembang-P.asuma.n.

N Kusnadi
Bagiah Rubber
Alamdt Perum Wismakert,

M/16 Bendungan-Kraton-Pasuruan
Nama :  Catur Heri
Bagiaft i‘“},"e’

amat - .Pandean Kj

Al Kidul Bary No.398 Bangil-Pasuryan,
Nama . Sunardi
Bagian :  Carpet
Alamdt - JL.Slamet Riyadi RT.02 RW.06 No 35 Kel Sebani-Pasuruan
Nama : Dedy Achiriyanto
Bagian @ QC
Alamat @ JL.Panglima Sudirman No.2/16B Gg X1 2 Pucangan Pasuruan
Nama : Sasmito
Bagiat : Satpam
Alamat : JL.Jambangan III / 37 RT.5 RW.II Purworejo-Pasuruan

Manyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku wakil karyawan telah diajak
berdialog/musyawarah oleh pengusaha PT. Fronte Ciassic Indonesia tentang isi dari Peraturan
Perusaltaan tersebur.

Demikan surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 31 Mei 2007

Mengetahui

Yang membuat pernyataan

il
2.( Michael B. Daniel
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l'rl’:‘;,ll:g:'URAN PERUSAI]AAN
L. REMBANG Iy ONESTA
REMBANG - PASU AN, G

e S RUAN. 67152
" M

. .\

Classic Indonesia, dan sekaligus merupakan cita-

Agat Supaya apa yang dicita-citakan di atas dapat tercapai secara nyata, maka dibutul}kﬂnl"‘h
peraturan. Lewat peraturan-peraturan yang ada, kita, secara bersama-sama, berupaya menciptakan
asana ketenaga-kerjaan yang schat, di mana terdapat penghormatan dan penjunjungan t".‘hadap
etertiban dan kedisiplinan. Ketertiban dan kedisiplinan ini merupakan prasyarat bagi terciptany2
quasana kerja yang menyenangkan bagi perusahaan dan karyawan, yang ingin meraih masa depan
yang lebih baik. Ketertiban dan kedisiplinan ini merupakan penjaga keseimbangan di antara
pcixingkﬂtan kesejahteraan karyawan di satu pihak, dan peningkatan produksi dan efisiens kerja dl
fh pihak. Melalui Peraturan Perusahaan ini juga diterjemahkan secara nyata hal-hal yang menjadi
thnggungjawab dan kewajiban  perusahaan maupun karyawan. Secara keseluruhan, lewat

kesemuanya ini, Peraturan Perusahaan ini bermaksud memperteguh hubungan industrial Pancasila,
yang mencita-citakan kebaikan bagi semua pihak.

Berlandaskan pada pokok-pokok pikiran di atas, dan juga atas dasar saling menghormati daq
saling, mempercayai, disusunlah Peraturan Perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di
bawdh ini.
BAB 1
ISTILAH t
Pasal 1
Istilah-istilah

1-'2211_5';;31‘@

\'(-ang‘ dimaksudkan dengan perusahaan adalah PT. Fronte Classic Indonesia, yang berkedudukan
di Jalan Rembang Industri 1/10,.PIER,Rembang - Pasuruan 67152.

2. Pengusaha

iserahi ka yang ditunjuk untuk miemimpir
tugas secara langsung atau mere nj :
gﬁao;éc]:ﬁszlha:agn,digﬁlehgkmena tugasnya berwenang untuk mewakili perusahaan, Baik ki

dalarh maupun ke luar.

3. Pekerja

danya hubungan kerja-ser

. . . uatu perusahaa“, .karcna a s

g:]:nh msetla;;h oragg yang Z?;T;tﬁﬁ?i:lam perjanjian kerja dan telah melalui masa percobaan
a upah sebagaimana :

>
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4.

 karyawan baru yang seq .
dapat diputus hubungan ;:: & Menjalan; v,

Danya, tanp,

A .
aktu dap 4 4sa perc
:;n 0 pesangon atau ganti rugi lajpy, obaan selama 3 (tiga) bulan, dan sewaktu-

ada kcw 1 s
Pembaya:::lba“ bagi perusahaan untuk memberikan
an upah yang menjadi haknya.

5, Jam Kerja Normal

ah waktu yang diperlukan olep, j am ;
. ;" peke '
8 (delapan) jam sehari & 40 jar, senrungz'1 ;2l?n r:: lln?!;j“lankan tugas-tugasnya dalam hubungan
» Mulat hari Senin sampai d
ampai engnn J"lllﬂt.

¥a, kecualj

Ad*_’i
ket

6. Kera Shift

| . 4
k - - )
" galah waktu kerja yang diatur secara bergiliran dengan pengaty
» gal

ran kerja yaitu shift 1, 2 dan 3.

7. Hari Istirahat

Adalah hari dimana pekerja tidak me]

yang ditetapkan oleh Pengusaha, kari pekerjaan, yaitu hari sabtu dan minggu, atau hari lain

g Hari Libur Resmi

 Adalah har libur yang ditetapkan (_)leh Pemerintah Republik Indonesia setiap tahunnya.
9, Atasan Langsun o ‘
Adalah pimpinan yang langsung membawahi pekerja pada tiap-tiap bagian.
10. Suami/Istri Pekerja »

Adalah seorang suami/istri yang sah dari pekerja dan terdaftar dalam buku Administrasi
Kepegawaian perusahaan
o

a

11. Anak Pekerja

Adalah anak sah yang ditanggung oleh karyawan dan terdaftar pada buku Administrasi
Kepegawaian perusahaan, jumlah maksimum 2 orang, berusia maksimum 21 tahun, dan belum
kawin dan atau belum bekerja.

12. Ahli Waris
dikuasakan oleh pekerja untuk menerima atau mengurus

Adalth keluarga sedarah atau orang yang : ‘
scgaln sesuatu pada perusahaan dalam kaitannya dengan kematian pekerja.

13, Surat Peringatan
rusahaan, sehubungan dengan adanya tindakan

: : € ;
;\e({alah surat resrlm yangt :t:(iluﬁi’kiﬂcrjzl'egaﬁ untuk selanjutnya surat penngatan tersebut akan
anpgaran disipln atau & bersangkutan

dicatt $4da kartu/buku dokumentasi yan
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l !ﬂng!" 5 -
|4.A Jolah perbuatan tidak magy) kerja tayy
Pa alasay yang sah
BARB 1y
UMum

« Py
Maksuq dan ty; asal 2

u '

| an l‘eraturnn Perusahaan :
ks d dan tujuan Peraturan pe,

l’usahaan ini ]
{erjd antara Pengusaha dan Pekerja, sesuai 3:: :dalah untuk mengatyr hubungan kcrja/syam;-aiyuar# )
8an peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ran Perusahaan . ok
3.1. Peraturan Perusahaan ipj

terba
termakiub  dalam Peraturan Petzxssaiznh
kewajiban lain yang diatur d
32. Peraruran Perusahaan in b
33. Perkecualian, atau dengan k

anya berlaku untuk hal-hal yanﬁ umum, sq’::‘
il Pengusaha dan Pekerja tetap memiliki hak

) Pasal 4
Isi Peraturan Perusahaan
4.1. Peraturan Perusahaan ini memuat syarat-syarat hubungan kerja antara Pengusaha dan
Pekerja dengan berpedoman pada isi dan jiwa Hubungan Industrial Pancasila
42. Dalam hal Pengusaha mengadakan perub:

. ahan nama, atau penggabungan dengan Badan atau
bentuk lain, maka ketentuan-ketentuan

di dalam Peraturan Perusahaan ini tetap berlaku
selama sisa waktu berlakunya Peraturan Perusahaan ini.

BAB I ‘
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA & PEKERJA

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja.

ur j erja uhnya mierupakan fungsi/hak dan

ntk mengatur jalannya Perusahaan dan Pekerja, sepen . a

g:ggungiavilb Pengusaha. Dalam menjalankan usahanya Pengusaha .dan Pekerja Wa_].lb.

melaksanakan dan mentaati syarat-syarat kerja yang tercantum dalam Perattm Perusahaan ini
maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.,

Hak dan Kewajiban Pengusaha

51. Menetapkan jumlah tenaga kerja dan menempatkannya di bagian-bagian tertentu.
5. Menctapkan isi pekerjaan dan waktu kerja Keselamatan Kerja.
_Peraturan Operasional dan Kes ; ) ) Keri
33, Membuaipmmgnyagunam tenaga kerja secara efisien dan berbagai peraturan kerja,
54. Menetapkan. pendayag : : '
metode, proses, serta jadwal pmdu'ks:l.an demosi
5.5. Mengadakan promosi, mutasl, rotas,
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5.10
510

5.12.

5.13.

5.14.

" pekerja secara umum

engadakan tindakgy, T
Mbﬂb(l ( 1S1plin ""cllll
L CSuai 2 ’ Cr ¢ " - . i
clmlu% lrun: s't,lu{ n' kete tuan dalay, |? '.'r'u Peringatan terhadap pekerja yang mclnl:lumg-
Undangan yang berlak,, Craturyy, Perusshasi dopy Pecpiuran Perun
Membayar upah
dengan baik,

Pekerjy setelal, Pekerjy |
Mempertimbangkan g)

ll:lnks:umkml/mcnyclcs:liknn tugas/pekerjaannya

. Pat yang
o YA hak o 5
N atas hpk dan ke,

ANggungjaway, Pengy,

an ygy| M pendy
. mempy,,
keamanan kerja, l’cngnkun

hak dan kewajiban serta t

diajukan olch pekerja,

ajiban pekerja i tidak berarti berkutangnya
saha terhadap Pekerja.

Hak qqp, Kewajih:m Pekerja
pekerja berhak untyj Mengusiilkay ¢

: sepanjang
menyangkut sosial ekonom; Pekerjy dnnan ey B S YA v
Pekerja wajib mentaatj p A

Yang berhubungan dengan syarat-syarat kerja. idak
Craturay p . sie A 2 in yang ti
mengindahkan Peratyran Pcrusahiuu:ril:,si1 +an ini, serta mengingatkan pihak lain ¥
A oo . P . dan
Peke:r_ll-z;1 wajib :ntcn:bcxj dukungay kepada Pengusaha dalam upaya-upaya peningkatan
pemeliharaan tata eTtib perusahagy, Serta disiplin karyawan, :
Pekerja berhak _menerima upah gy Pengusaha setelah melaksanakan / menyelesaikan
tugas atau pekcnjaanny.a dengan byjk
Pekerja berhak mengajukan usul atay pendapat baik secara kelompok atau pribadi , hal yang
berhubungan dengan pekerjagy
Pekerja wajib membanty Pengusaha dalam hal :

.5.14.2. Mengamankan jalannya proyke;
5' 14.b. Meningkatkan produktivitas kerja,
5.14.c. Membina dan memelihara ketenangan kerja dan usaha,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

BAB 1V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 6

" Penerimaan Pekerja

Penerimaan pekerja baru di Perusahaan disesuaikan dengan rencana ketenagakerjaan
Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Pengusaha.

Untuk dapat diterima sebagai pekerja di Perusahaan, harus memenuhi syarat-syarat yang,

: i diadakan
telah ditetap-kan oleh Pengusaha, dan calon pekerja harus Tulus test seleksi yang i

leh Pengusaha. _ . : - kerja wajib
Calon Pfl?ct]'a yang telah diterima sebagai Pekerja scbelum meﬁmmth:‘img;ledg' jenis

andatangani Surat Perjanjian Kerja. yang berisi antara lain ; a ) aklfdi gl

min jaan, besarnya upah, serta menyetujui peratl}ran-PCTat“‘an‘ailfa“,g e civohed salaint
i pevet ang telah diterima sebagai Pekerja, harus menj am_masad;; i
Calon pekegja ydan dalam masa percobaan tersebut kedua belah pihak dapa (il Berhale
3 (tiga) bulan, tanpa syarat apapun. Begitu pula Pekerja yang bersangkutan ti o
i keﬂa&::ztalsly ganti rugi apapun, selain dari gaji yang belun diterimanya pa
menuntut pesan, fiaen ..
dia masih bekerja p ada PemSP sz.xhaan dapat menetapkan suatu Training khususdi‘:iltas
Apabila dipandang peg:’ngan?rilrlnb alan suatu masa ikatan dinas yanai ak;:n d:st;‘:]:r‘ja, ai;ns
tanggungan i;;u::‘pa:nah yang dibuat secara sukarela oleh Pengusaha deng; _
suatu perjan » .

dasar itikad baik demi kemajuan bersama.

Wajiban untuk memelihara ketertiban dan
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S Pasal 7
Status Hllbl.lngan Kerja

A pekerja Harian 48! dalam 2 (dua) status hubungan k ja, yaitu
1.1 aitu Pekerja yang dipek e b
T Yal Ipekerjakan
" Pokeljﬂ Tetap ' oleh Perusahaan secara harian. .

Adalah Pekerja untuk waky, S—_— ' b,
tnendapatkan pembayaran upah/g:ii sic::a;;lat;t:“m yang karena sifat dan tugasny?2
Pasal 8

Penempatan Pekerja

Tugas/Pekerjaan atany . .
penentuan : Penempatan pekerja b dituntut
pekerjoan dan sesuai dengan kebutuhan perusah ef_l erdasarkan pada persyaratan yang

' . Pasal 9
Promosi, Mutasi, Rotasi dan Demosi

W nguﬂ;cimhﬁ“m berhak memindahkan pekerja dari suatu bagian ke bagian lainnya
e ' cpentingan perusahaan, d t rtimbangkan faktor
kemampuan dan keahlian pekerja tersebut. engan tetap mempe! gk

92, Pemindahan Pekerja tidak akan mengakibatkan pengurangan jumlah upah yang diterima
sebelum pemindahan tersebut. reRe P

93. Pekerja yang menerima promosi ke tingkat jabatan yang lebih tinggi akan menjalani masa
percobaan dalam jabatan baru itu dan bilamana gagal dalam masa percobaan tersebut, akan
dikembalikan pada jabatan semula atau sederajad.

94. Pekerja wajib menerima dan melaksanakan mutasi/ rotasi/demosi kerja tersebut tanpa
prasangka apapun terhadap Pengusaha.

95, Pekerja tidak diperkenankan menolak akan tugas / kewajiban akan mutasi/rotasi/demosi
yang ditetapkan perusahaan, kecuali apabila pekerjaan yang baru tersebut membahayakan
keselamatannya, atau melanggar norma-norma kesusilaan atau tidak mungkin dikerjakan
dehubungan dengan cacat fisik atau penyakit yang diderita yang bersangkutan.

BABV |
HARI KERJA & JAM KERJA
Pasal 10
Hari Kerja dan Jam Kerja

10.1. Kecuali Satpam, jam kerja Pekerja adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam
seminggu, terbagi dalam 5 (lima) hari keja.
g bukan shift, adalah hari Senin sampai dengan hari

102, Hari-hari ketja bi i Pekerja yan
Hari-hari kerja biasa bagi Pekena ¥ yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,

o Jumat, kecuali di antaranya terdapat hari libur resmi

3. Jam kerj ja staff yang

1031, Sml?:/gt_;::nk::kma Y 08:00 s/d 1630 WIB

1032, Istirahat Senin &/d Jumat 12139 §/d 13:00 W'lB .

104, Jam kerja untuk pekerja produksi yang bukan shift ditetapkan sebagai berikut
5 ;

mt‘us)iéum XEF
DAN TXANSMIGN.
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i i A :. 5 "'q'. st “
; ScmnS/dKamlS . . TR 1 : e
\ 10.4;' Jumat i g?]go s/’d  16:00 WIB
|0.4. " |stirahat Senin s/d Kamis y 0 s/d  16:30 WIB
‘ l""‘i' |stirahat Jumat 200 §d  13.00 WIB
4% 1130 ¢d  13.00 WIB
kerja tntuk pekerja produks; ) ey
w.;.lla's“ enin 9/d Kamis ! Yang harus bekerja secara shift ditctapkan sebagai berikut
10.0-% hift | ' v
§h;ﬁ n 07:00 s 16.00 WIB ‘
7, Khusus Jumat 1900 sd  04:00 WIB
1052 7
Shift 1 _
Shift 11 07:00 sd  16:30 WIB

stirahat 60 19.00 s/d 04:00 WIB

(enam puluh) meni : : . X
053 | 5 enit untuk masing-masing shi . hari Jumat,
l khusus shift | memperoleh istirahat 90 (sembgi g shift. Kecuali pada

(0.5 Khusus Jam kerja Satpam yang harus bekerja el

> . - o '

10.5.1. Senin sl Jumat secara shift ditetapkan sebagai beriku
Sh'?tln 07:00 s/d  15.00 WIB
gl:iﬁ m 1500 sd  23:00 WIB

23:00 sd  07:00 WIB
10.5.2. Khusus Sabtu

Shi'ﬁ I 07:00 s/d  12:00 WIB
Sh!ﬁ I 1500 s/d  20:00 WIB
Shift 111 23.00 s/d  04:00 WIB

10.5.3. Istirahat 60 (enam puluh) menit untuk masing-masing shift
106. Pengaturan jam kerja shift/regu disesuaikan dengan kebutuhan perusshaan dengan berpedoman pada
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Kerja Lembur

11.1. Pekerja yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang,
dihitung scbagai kerja lembur. . :

11.2. Pada dasarnya perusahaan tidak menghendaki kerja lembur, kecuali kepentingan perusahaan
mengharuskan demikian, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, pekerja wajib melaksanakan kerja lembur. '

113. Waktu lembur akan diatur scsuai dengan kebutuhan perusahaan oleh pihak Pengusaha.

Pasal 12
Perhitungan Upah Lembur

1. Apablia kerja lembur dilakukan pada hari kerja biash i
g:l Unﬁkgm“mmdim@MI.S(MW)mlwsq-@
l2:l:2: mmmwwmﬁm upeh scbesar 2 (dua)hhu?nhsejﬂn.
122, wwmﬁwwhﬂmﬂmMWme
" resmi maka ) :
1 K Pk S e o poram, by opa s 2 o) bl

|22.|.2.m wu-pj jam sesudsh 8 (delapan) jam pertama, dibayar upah scbesar 3 (tiga) kali
upsh sc jam.
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e
Untuk jam kenja selan; *
1.9 , " Julny. setel
2,2‘ (cmput) kali upah 8¢ ja clah 8 (del : " 4
J . Khusus untuk Satpam :"'v pan) jam kedua, dibayar upah sebesar
2.4 uk setiap |
12475 1.Unt p Jam dalam {
122”7 Hari Raya tersebut jm"h";’t:h? (tujuh) jam,
upah se jam. hari kerja
2.Untuk setiup jam kerja geg,

2. ; sudah 7 (wiuh) Hari
12 Raya tersebut jatuh pada hari o (tujuh) jim atau $ (lima) j pertama, ila
ari (lima) jam apabila

jam. ketja terpendek, dibayar upah )ujzhwn 3 (tigs) kali updh s¢

Pertama atau § (lima) jam pertama, spabila
erpendek, dih.yu(r l:;)h,:‘bm 2 (dua) kali

12,2.2-3“““’]‘ Jam kerja selanjuty

Hari Raya tersebut jatuh pady s ("W9h) jam kedua atau 5 (lima) jam kedua, apabil
upah se jam. ari kerja terpendek, dibayar upah sebesar 4 (cmpat) kali
123 Lembur pada Hari Raya Khusus, yajy, -
Hari Raya Idul Fitri '
Hari Natal 25 Desember 2 (dua) hari
Tahun Baru 1 Januari I (satu) hari
Hari Proklamasi 17 Agustus 1994 1 (satu) hari

Dibayar upah lembur 4 (empat) ka)i - scljg:m) hari

ol perhimntz);:ln upah setiap jam adala}, -
Pekerja bulanan : 1/173 ; - j
12.4.1.Peker) X upah pokok + tunjangan tetap (transport & tunjangan masa kerja)

Pasal 13
Upah Lembur

13.1. Upah dalam pengertian lembur adalah sesuai i Tenaga
Kerja No. 102/Men/V1/2004, suai dengan Surat Keputusan Menten e:

13.2. Hak menerima upah lembur akan diterima pekerja yang melaksanakan kerja lembur, dengan
terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kepala

Bagian yang bersangkutan, Chief PPIC untuk diperiksa apakah benar-benar pekerjaan
tersebut memang harus dilemburkan, dan harus mendapat persetujuan Direksi.

133. Tenaga staff yang kerja di luar jam kerja, tidak mendapat upah lembur, melainkan diberikan
Uang Makan dan Uang Transport/Antar Jemput, dengan ketentuan sebagai berikut :
« Hadir/kerja pada hari biasa minimum 4 jam
- Hadir/kerja pada hari Sabtw/Minggu/Hari Raya minimum 4 jam

13.4. Upah lembur dibayar setiap tanggal 15, atau diundur ke tanggal terdekat, apabila tanggal 15
jatuh pada hari istirahat mingguan atau hari libur

BAB VI
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA
Pasal 14
Istirahat Mingguan

14.1. Bagi pekerja yang bukan shift, hari istirahat mingguannya adalah pada hari Sabtu dan
Minggu - .
i ja shift, isti i i hari Sabtu dan atau
142. B keria shift, istirahat mingguannya tidak sFIalu jatuh pada
Maxf’llgg;l,Pc t:llZlajnkan ditentukan oleh pimpinan pckepa yang bersangkutan dengan ketentuan,
dalam 1 (satu) minggu diliburkan 1 (satu) hari kenja khusus untuk Satpam, dan 2 (dua) han
 kerja untuk pekerja staff dan produksi.

P41 pimas Tel\oa xera.
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. Pasal 5

Pekerja tetap setelah I“tlrahat Tahunan

5']' e. _ea beker.a
cuti tahunan paling Jamj, lJ2 (fieulamal 12 (dua belas) bul :

15.2. Pelaksa{:aap Cuti Tahunap dia: belas) hari kerja den;ar:\seca‘: terus menerus, berhak atas
fgim&hwgleh karyawan sen, d:-: sebagaj berikut, ¢ (enr:::; :::: (l.;{)ea: x:;:saha dan 6

imban k . . .

15.3- gan epentln a ) )
g (ena:m) bulan, terhitung ml%l  Perusahaan, cyj tahunan dapat diundur untuk paling lama

15.4. Pekerja. yang mengambi] gy o PEKETIa berhak atas i i -
Kepala Bagiannya, 2 (4 Cull tahunannya hy hunannya. )
Soan iy 2, V7S S A ot g
sudah Mmengetahui » apabila permq L Y sangku
Direktdr. ! Kepala Bagnannxa honannya untuk- mengambil cuti -tahunan

maSlng - masin . d e
i g, dan mendapat persetujuan dart
15.5. Hak cuti tahunan pekeria gugur a

cuti tersebut, pekerja tidak Pabila dalam wakty, 6 (enam) bulan setelah timbulnya hak

dari p.el’usahaan, Menggunakannya bukan karena )alasan — alasan yang berasal
15.6. Apabila pada saat

hak atds cuti :ahun:ner::s:;" mengatur Cuti Bersama, ada pekerja yang belum memiliki

dinyatakan berhutang pada mi;na y?‘“g ditentukan pada Pasal 15.1, maka pekerja tersebut

perusahaan tersebut. Hutang Perusahaan sebesar hari Cuti Bersama yang diatur oleh

: cuti ini H . 2 .
kemudian, sebagaimana yang ditenlt?x;(:,‘l:a';ddllgrsna[l)eln;a;sxkan dengan hak cuti yang lahir

/ Pasal 16

Istirahat Panjang

s 16.1. Pekerja dengan masa kerja

Panjang. fut — turut, akan diberikan Istirahat

.
&~

| 16.2. Untuk mendapatkan Istirahat Panjang, pekerja harus telah bekerja selama 6 (en;m) tahun

berturut = turut dengan ketentuan tidak berhak lagi atas istirahat tahunan dalam 2 (dua)
tahun berjalan.

lst.irahat Panjang yang diberikan sebanyak 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ke
tujuh dan ke delapan masing — masing 1 (satu) bulan. d

16.4. Hak Istirahat Panjang ini gugur apabila pekerja tidak mengambiinya dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak hak ini lahir.

16.3.

Pasal 17
Cuti Hamil

17.1. Pekerja wanita yang telah menikah dan akan melahirkan, berhak atas cuti hamil selama
satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan sesudah melahirkan atau gugur
kandungan dengan mendapat upah penuh. e .

12 Pekerjagwanitagayang akan mengambil cuti hamil, terlebih dahulu harus mengajukan

. .pennohonan secara tertulis kepada perusahaan selambat — lambatnya 1 (satu) bulan
sebelumnya dengan disertai surat keterangan dari dokter atau bidan yang merawatnya.

Pasal 18
Cuti Haid

uti haid selama 2 (dua) hari dalam sebulan dengan mendapat
tan memberitahukan dengan sebenarnya kepada
unnuk mengetahui.

18.1. Pekerja berhak mendapat C

upsh penuh, apabila yang bemngk,u;a
Kepels Begimys dan Begion Pesonete

.

"

\; STTCR 1\ S xii
= e Nt
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g.2. Selama Suti haig g, ;
1 Pefs.ona.llﬂ) tidak Wwajib e;;imhemah"ka“ kepada
18.3. Cuti haid yang tjgq) diamp a8 har e

i Busaha (Kabagnya dan Bagian
i . T pertamg g b
dengan syarat ; 5 Tidak b:l:km;,dlberi intensif g 2% gom pada wakiu haid.

- 25.000,- k 2 (dua) hari
absen, / P »- untuk 2 (dua)
‘J’P:p““- "/ bolos seharipun, dalam sebulan dengan alasan
. S absen'/ bolos, makg inten

sif tersebut dan bonus hadir hilang.
L
Pasal 19

= harj Libur Resmi
19.1. Hari libur resm; 5

19.2. Apabila perusahaan memerlulgnya;g di“"apkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. )
it, dengan diperf,it 2%a pekerja dapat diminta untuk bekerja pada. hari

19.3. Apabila pekerja ebagaj kerja lembur.

: AN sanksi yaity diber S >
mengurangi haknya pada hari ity, 1 yaitu ¢

Tjin Meni Pasal 20
J eninggalkap Pekerjaan dengan Mendapat Upah

RINo. 13 tahun 2003 Pasa) 93 ayat 4)

20.1. Pekerja dapat diberikan ijin meningga] i h dalam hal —
hél sebagai berikut : g8 ‘kan pekerjaan dengan mendapat upa

- Pernikahan pertama pekerja sendiri 3 (tiga) hari
- Pernikahan anak pekerja (tidak lebih dari (den

Kahan . 2 anak) 2 (dua) hari
- Suami / istri, orang tua / mertua atua anak atau menantu
meninggal dunia

2 (dua) hari
- Istri pekerja melahirkan atay keguguran kandungan 2 (dua) hari
- Mengkhitankan / membaptiskan anak pekerja 2 (dua) hari
- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 1 (satu) hari

- Dinas luar sehubungan dengan tugas perusahaan

20.2. IJin meninggalkan perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 20.1 diatas harus
diperoleh terlebih dahulu dari perusahaan dengan disertai bukti — bukti yang sah, kecuali
alam keadaan yang mendadak bukti — bukti tersebut dapat diajukan kemudlar!.
20.3. [jin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuar_n yang diatuf fialam pasal 20.1 diatas, khusus
bagi pekerja yang menerima upah bulanan, diatur tersendiri.

Pasal 21 _
Ijin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah

" . —_e lu mendapat ijin dari
: alkan pekerjaannya, harus terl§b\h dahu
21.1. Pekerja gan.g a::a: g:;mdnifftuj"i pemberian ijin tersebut dlbuktlkan. q?ngan tanda tangan
Kepa:a Bigli:r!:nz’ a pada formulir “ljin Keluar Pada Saat Jam Kerja”, dan tanda tangan
i li Eeba ai tanda mengetahui, dan harus menyetujui Dlrekm: . i Sak
Persona 18 3 gi'in yang dimaksud pada pasal 21.1 diatas, .akarlkdlh'ltung alam jangka
21.2. Lamanya ijin . Jlan berturut — turut dengan ketentuan sebaga(ni berikut : i
waktu | (satu) bu minimum 8 (delapan) jam terhitung sama hen};gar'\ ijin 1 (satu) hari.
ijin —ijin : ari.
] JSmt"ﬂ:hk‘é;?patgrln 8 (delapan) jam dipotong upah 0.5 (setengah)
- Setia

pekerja yang bersangkutan.

ey —
Pl
Lo | DINAS TEMIAGA KERJZ
DAN Ti\L#sMIGRAS!
* ; ——

i nilai konduite
21.3. Setiap ijin akan mempengaruhi nilai kondu
9




l.’asal 22
I]ll] Sakit
Dokter Astek, yang dimgjg d
1 Kec: 25Sud doker y qp :
. Seorang pekerja yang tidq)c NG bekerjasam, .
2t keterangan dokter Yang sebr:]u % €Tja kareng sakit ahaa?ssdlmnjgk 01.°h PT. Jamsostck.
Keterangan dokter yang 1&bih 4 Mnya dlSampaikan kt;pada B’“e_m uknkann)fa dengan surat
22.3. Seorang bekerja yang fi gz m(d:;:) hari haryg dilampirj c'op;’g‘a“ P;t;onah;}.( Untuk surat'
= : 5 asuk kenja leb; = resep dari apotik. i
dokter, maka harj selebihnyg 7a lebih |
: ya di . Yang tersebut dalam surat keterangan
mempertanggul'{g]awabkan alas:nungf:p alpa/mangku.’ Sepanjang pekerja tersebut tidak dapat
4. Terhaceb Pekerja yang sering (i 5

mewajibKan pekerja tersebut wngyp dipe Perusahaan bery

7 rik cnang untuk mengecek dan atau
dan hasil pemeriksaan 1Xsa oleh dokter

¥ tersebut gk, T yang ditunjuk oleh perusahaax},
keblsksanaan terhadap pekerj trsety, | P2han pertimbangan e mengambil
Pasal 23
Alpa/Mangkir

3.1. Pekerja yang tidak m . ' o
. Perusahaan, dianggap a‘:‘:)‘:;n:‘:;]gak;:rlpa alasan Yang sah, yang tidak bisa diterima oleh
23.2. Pekerja yang alpa/mangkir £ :
alpa/matgkir. Ketentuan ini berlaku untuk karyawair bulanan maupun harian,

%3, Roked yang a]pdmmgku 3 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang
ek o bukti yang sah, dan telah dipanggil 2 kali secarar patut (tertulis) tetap tidak
hadir maka dikualifikasikan mengundurkan diri, UU No, 13 tuhan 2003 pasal 168.

BAB vII
PENGUPAHAN
Pasal 24
Sistim Pengupahan

2.1, Sistim pengupahan yang berlaku di Pcmsahaan,""dimz.iksudkan untuk memberikan imbalan
secara stimbang, berdasarkan pada beban kerja/tanggungjawab, kemampuan dan kecakapan
Pekerja.

24.2. Penetaphn upah pekerja untuk permulaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai
berikut ! A

24.2.1.Nilai jabatan yang akan dipegang oleh pekerja . " L

24.2.2 Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang akan dipegang

24.2.3. Keahlian khusus yang dimiliki yang sesuai dengan jabatan yang akan dipegang.

242.4. Persethjuan bersama pada waktu pekerja diterima.

243, Besamny : upah minimum bagi karyawan per-hari, sesuai ketentuan yang berlaku. )

24.4. Pajak penghasilan dan lain-lain potongan yang didasarkan pada ketentuan Pemerintah, akan
menjadl tanggungjawab/beban pekerja ataupun perusahaan, sesuai dengan peraturan
- Jcriﬂ - ggt‘m hal tersebut dan pembayarannya a.kan dlbentahuk.an kepada karyawan,

5 Ucm tah tentang tuk hari-hari dimana Pekerja tidak masuk kerja karena alpa/Mangkir

. Upah tidak dibayar untuk b bagi seluruh karyawan,
(pasal 23 ayat 23.2). Hal ini berlaku bagt seit

10
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-

Kenailgqy o Pasal 25
25 Perusahaan akan meng, Al Ninjauay Upah
. . : ) an eni 3
pertimbangan-pertimpyy ., PNinjauzy, - ‘
25,1 Kemampuan/Konisi ey 028ai beriky  PoMYeSuaian upal sefap tahun dengan dasar
55.2. Prestasi kerja, kondie i aan,

25.3. Perubahan biaya hidup (m&i;‘:;kasi Pekerja, .'

Pasa)

Pe 6

aksanagy embayara, Upah

26.1. Pembliyaran upah pagi setiap pekerin 1
perusahaan, Tja dllaksanakan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

26.2. Apablla tanggal teraypi- '

o & 1 emb s
maka diajukan ke tap, pembayaran Upah jatuh pagy hari istirahat mingguan atau hari libur
ggal terdekat stirahat minggu.

) BAB vIII
JAMINAN SOSIAL / KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 27
; Tunjangan Makan

buka, sedangkan karyawan telah bekerja sekurang-kurangnya 4
jarh dalam sehari. e
27.2.2. Karyawan menjalani k

: : erja lembur sekurang-kurangnya 4 jam dalam sehari.
217.3. Pertimbangan diberikan k

epada mereka yang karena penugasan harus melaksanakan dinas
luar..
274. Tunjangan makan tidak diberikan pada hari

-hari dimana pekerja tidak masuk kerja.
27.5. Tunjangan makan berupa uang apabila ada,

akan dibayarkan setiap akhir bullan.

Pasal 28
Perawatan dan Pengobatan

Dalam rangka meringankan dan memelihara kesehatan pekerja dan keluarganya, perusahaan
menyediakan program sebagai berikut :

28.1. Program JAMSOSTEK melalui PT. JAMSOSTEK o .

28.1.1. Lembaga keschatan sebagai tempat berobat adalah Poliklinik yang dikelola PT.

JAMSOSTEK _
. iharaan kesehatan tersebut sepenubnya ditanggung oleh perusahaan.
2213311:;; I;rrz[;lazo Asur::slinelléhecelakaan Kerja, JHT, dan Kematian diatur sesuai Peraturan
28.14 gnmdm;\g:nngﬁ;ﬁ?ﬁm program JHT, 3,7 % ditanggung oleh Perusahaan dan 2 %
-1.4. Khusus

dltanggung oleh Karyawan.

11
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Program Hospitalizqy; &

28.2: on dap ’

) Kt e

82'2' Prem lll{'an Program ini 50 o Slaft,
P27 tidak lebih rendah g oo %0 @

anggun, : .
Clentuan yan, ber%ai:l_(ena dan 50 % ditanggung perusahaan dan

Upah Selama Sakit (U%as?l 29

1. Apabild pekerja sal No-13 tahun 2003 pasal 93) ' -

0 S

29. merawatnya, maka y, t dap dapat dibuktikan 4 Dokter yang
Pahnya akay dibayar €ngan Surat Keterangan Do

29.2. Surat Keterangan Doje, Yar penuh,

tersebut hanyg 4., - - .
ahaan, kecya); dglan dokter 3 amsostek, dgn bagi staff sesuai dokter

alar, ; - ¢alam keadagy i
Keteratigan Dokter, malcy upafl;a:;ik;:n U Yang lama dan dapat dibuktikan dengan Surat
293.1. 4 (P2 bulan pertama giygyz )0 P22 dengai ketentuan sebaga berilat
2932. 4 (cmpat) bulan kedua gipaygy 75 00 ©° -
29.3.3. 4 (erhpt) bulan ketiga dibayar 50 o,
29.3.4. Untuk bulan se] g

94, Tika selama 12 (dug pen 25 % dartupah scbelum PHK ilsokan oleh pengussha
4. clas) bulan tersetys berdasarkan surat keterangan dokter yang

i o hl:{:z';ta a;{)?:m'ja tersetgut belum mampu untuk bekerja, perusahaan dapat
2003, B kerja, sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 13 tahun

1

29.3. Apabild pekerja sakit g

. Pasal 30
Tun]angan Hari Raya Keagamaan
30.1. Tunjangan Hari Raya keagamaan " diber; ) o
Kep. Men 04/1994, iberikan kepada pekerja , yang disesuaikan dengan

30.3. Bagi pekerja yang masa kerj

- ; anya di atas 3 (t
tunjangan Hari Raya diberik:

g) bulan, tetapi kurang dari (satu) tahun,
an sebagai berikut:

Bulan Masa Kerja

x Tunjangan Hari Rz';ya yang ditentukan (upah pokok + tunjangan tetap)
12 ; -

Pasal 31
Tunjangan Istirahat Panjang

31.1.. Tunjangan Istirahat Panjang ditetapkan sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir pada saat
hak Istirahat Panjang pekerja lahir. .

Pasal 32
Jaminan Kecelakaan Kerja

01 . kerja mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka perusahaan akan
gzi’ggﬁk:; geazz:i ]r:;rugiar:l sebagaimana diatur dalam undang undang No. 3 Tahun 1992
. 14 TH.1993) . sas
322 (Enisostel;, ‘zggllc)cmgia“ seperti di maksud dalam pasal 32.1 di atas, meliputi :
221 Bacmiayalmpanganglmtan pekerja dari tempat kejadian/kecelakaan ke rumah sakit dan atau
két'umalmya.

4"-_?:\:,.
i1 @
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5. Biaya perawatan dan pengobag

};.7'1 Biaya penguburan |
5;.;':‘ Tunjangan kecelakaan,
32.4°

g Bagi pekerja yang telah mey
F2 unjangan seperti tersebug p

-
an,

Yadi pesert

A Program Jamsostek , maka biaya biaya sertd

adﬂ ’
- 1SCr0) pasal 322 g atas menjadi tanggungan PT.Jamsostek
t
i
Pasal 33
Kerohanian
131, Setiap pekerja di beri kesempatan untuk

agama dankepercayaan masing-masing melaksanakan / menjalankan Ibadah, sesuai dengan

i pekeg .
3 :l}caxi;mlpblay?xasgnagi%i s:fmn:]g a;na Islam, diberi kesempatan untuk menunaikan Tbadah Haj
. Perv ey 40 (st il G e et 5
" beragam Islam untuk melakykan k:\?;tig;lni ;;: aszergunakan untuk para pekerja yang

Pasa 34

B
antuan Kedukaan (UU No. 13 tahun 2003 Pasal 166)

34.1 Perusahadh memberikan bantuap g abil . ) _ .
sehingga tidak dapat bekerja kembali sopert, et Tornegel dunia atau cacat 1P

s Ja kembali seperti sediakala, serta memberikan hak-haknya, yang
bﬁ.lull::l:ﬁtenma Al Waris_nya atau kepada yang bersangkutan secara langsung
sej hang yang .besa_l‘_ perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali
uang pesahgon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) 1 (satu) kali vang penghargaan masa kerja

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4) .

34.2 Karena Kecelakaan Kerja
Diberikan khusus bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas
sesuai tlengan instruksi dan demi kepentingan perusahaan,
Terdiri dari :
a. Upah dalam bulan yang sedang berjalan
b. Uang duka sesuai masa kerja dan tidak kurang dari ketentuan :
-Masa kerja 1 tahun 1 hari s/d 10 tahun menerima 12 bulan gaji terakhir .
-Masa kerja 10 tahun 1 hari s/d 15 tahun menerima 18 bulan gaji terakhir.
- Masa kerja 15 tahun 1 hari s/d seterusnya menerima 24 bulan gaji terakhir .
34 2 Dalam hal adanya kematian pada keluarga pekerja, maka yang berhak mendapatkan uang,
duka dari perusahaan adalah sebagai berilut :
34 3.1 Suami/Istri/Anak kandung pekerja sebesar Rp. 300.000,-
34 3.2. Orang Tua/Mertua pekerja sebesar Rp. 150.000,- .
344 Untuk mendapat bantuan tersebut di atas, harus di sertai surat keterangan yang sah dari
rwenang. .
s, ggll:;(a)tlmlﬁ:xzﬁan p’éi%la jam kerja, diatur oleh pengusaha, dengan maksud agar tidak

mengganggu kelancaran tugas.



BAB IX

KESELAMATAN DAN KE
Pasal 35

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SEHATAN KERJA

gsha dan pekerja  wajib untuk i -

! P:‘csluaﬂ“mn dan Keschatan kerja di m::::.ehm dan mengusahakan ~peningkatan

¢ K adn pekerja harus dijelaskan perihal : '

it ] Kondisi danbahayayangdapatﬁmbul di tempat kerja.

7, Alat pengaman g:: perlindungan yang ada di tempat kerja.

o Al mgmsikax’m yangpcramanlmddu:liﬂ yang harus dipakai/digunakan ditempat kerja-

w4 C'mpckc!ja wajib menjaga k lmchksaI}@ pekerjaan di tempat kerja.

< np ok b g el i ol

¢ Coiap . tu 2 S ti juk-

g S,nmjuk kerja yang ada.. gasnya, wajib mengikuti dan mentaati petun

" Setiap p(-:keqa wajib melaporkan segera setiap keadaan atau bahaya yang mungkin dapat

#7 enga-kibatkan kecclakaan manusia atau kerusakan harta milik perusahaan .

getiap pekerja wajib segera melaporkan pada atasan langsung ataupun Bagian Personalia

gpabila terjadi kecelakaan kerja sehubungan dengan hubungan kerja, dalam waktu 1 x 24

jam untuk dapatnya segera mendapat pertolongan dan perawatan

57 Setiap pekena wajib menjaga kebersihan dan ketertiban dalam lingkungan perusahaan yang

mennnb.ulkan kecelakaan kerja ditempat kerja masing-masing.

358 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ada di perusahaan agar

difingsikan dengan sebaik-baiknya, untuk semaksimal mungkin menghindari timbulny2a

kecelakaan kerja.

36

Pasal 36
Perlengkapan Kerja untuk Keselamatan Kerja

3.]. Pengusaha berkewajiban menyediakan alat perlengkapan kerja dan alat pelindung diri yang
sosual sifat pekerjaannya, agar memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan dan
penykit di antara pekerja. ‘

32. Peketja wajib memakai alat-alat keselamatan kerja :
melakukan tugas-nya. Pekerja yang menolak untuk memakai alat-alat tersebut akan

diberikan surat peringatan. . o
3.3. Peketja wajib memelihara alat-alat keselamatan kerja tersebut dengan sebaik-baiknya
Pasal 37 )
Tanggung jawab terhadap harta benda, perlengkapan & peralatan kerja

311 Harta benda dan/atau peralatan :
yang di
sehdri-hari menjadi tanggung jawa

R ——" Kesalahan penggunaan, kelalaian, dan atau kehilangan.

(pelindung diri) tersebut, selama

kerja dan/atau perlengkapan kerja yang ber_ada
. s un gunakan untuk melakukan pekerjaan
dalom linghoungan ka8 0 b satu / beberapa karyawan terkait, dalam hal

88
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' Pagal 38
Tata Tergy, ' 4 5

38.1 Setiap Pekerja waji At peraq, agai berikyy. Antara lain :

dalam lingkungan Perusahag "N perusahaay sertq segala ketentuan yang berlaku di

kesadaran, kejujuran dan an, dan melaksanakan keriaannya dengan penuh
38.2 Sctiap Pekerja bersegiy Anegungiayyy, ugas pekerjaanny

: akan leh; :
kepadanya daripada kcpcnting:: . engutamakan ty
sebaibaikhya sehi P

. - - ) h
hin ribadi 8as yang diberikan perusahaan
2ga menghas;i admyﬂ, d

o dan akan melaksanakan kewajibannya dengan
38.3. Semua pekerja harys me tkan hasiy kerja yang terbaik bagi kepentingan perusahaan.

sebagai bukti bahyg, o an check-clock Pada waktu masuk kerja dan pulang kerja,
384. Setiap pekerja dilam},) ©U2 masuk bekerja,

. : 8 mel 8 e
38.5. Setiap Pekerja diwajibkan iadjr da:nChCCk'ClOCk untuk kepentingan pekerja lain.

6. Setiap Pekerja erada dgln. 1 o122t jam kerja yang telah ditetapkan/diator.
) S°Pa§’ diSi:?ifky:;ig}n,bdan senanp . hgkungan kcdaiga,ypaﬁa jam kerja, diwajibkan berlaku
38.7. Setiap Pekerja waib i ehantiasa patuh pada ketentuan kerja yang berlaku. :

; S s ke U1b melaporkan kepada pengusaha atau Atasan yang bersangkutan apabila
mengacankan pgem akan melakukan hasutan-hasutan yang bertujuan merugikan atau .
kerja perusahaan_ Serta dapat menggangen keamanan perusahaan dan stabilitas

: : d nama baik .
38.10. Setiap pekerja wajib menjag perusahaan serta lingkungannya

menjaga hubungan kerja yang baik dan harmoniS,. baik dengan pih:
atasan, teman sekerja, maupun dengan baw. Y

38.12.Pekerja yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Bagian/seksi/atasan, wajib
bertanggungjawab atas kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kerjanya masing-
masing ,serta pengawasan terhadap kegiatan bawahannya.

38.13.Pekerja harus bersedia untuk diperiksa barang bawaannya (tas) atau dirinya oleh petugas
security apabila dipandang perlu

38.14.Pekerja dilarang mengambil foto/gambar dari keadaan/situasi
pimpinhn perusahaan. :
38.15.Pekerja dilarang mengantar/membawa orang luar masuk ke lokasi pabrik/perusahaan
dengan tujuan meninjau/melihat-lihat dan lain urusan yang tidak ada hubungannya dengan
perusaliaan. ) . _
38.16.Pekerjd dilarang menyerahkan pckcqaan_ yang telah menjadi tanggungjawabnya/tugasnya
kepada pekerja lain tanpa ijin Kepala Bagian masing-masing. ; - '
38.17.Pekerja dilarang membuat gaduh atau menimbulkan bunyi-bunyian serta hal lain yang dapat
anggu ketenangan kerja. . o o et
38.18 ?:Efg 4 gaiu fidalk bcgrkepcnﬁnga“ dilarang berada di tcrppat{lokasx kerja dan pekerja lain.
38.19.Pek cga i’an%s bekerja dengan sungguh-sungguh dan hati-hati serta memperhitungkan segala
i : in terjadi. )
38 alql?aﬂ resﬂco'yag‘g mu&%:lnn mgntaati setiap ada tanda-tanda peringatan atau tanda-tanda
20.Setiap pekerja diwaji tu di lingkungan perusahaan.
larangan merokok, pada tempat-tempat terten

pabrik/perusahaan tanpa ijin

i5



ekerja harus berpakaiay, g S
ng (_ilpcflu\llxkkm\ baginya,p:l‘:l,axpl, dan tidak ber]el;'[han, at: i pakaian seragam
a.P:"U_“ (Ihﬂranlmf b‘:mlalasan/ﬁdm. pazlzljm&kan tugasnya au memakai pakaian serag;
5 pekena £ mengg, erja. ’
877 rana tuilik menyuryh
sarand Perusahaan (g . | Teng s

ribadi, kecuali seijin peryseq. . 1t kopi, :enepﬁ‘;?g“g“m‘::ggaa;esama pelec e
82 4 pekerja dllarans ‘mengerjg) “;encam _ gainya ) untuk kep

" wgasnya, kecuali jika ditunjuy gy, oo PO Peke

i Gaan: lain bagian, yang bukan menjadi
PCrintahkay yang )
kesopunan/kcsusilaan erb“at‘“‘ atay olch atasann |
426.5etiap pekerja dilarang

ya.
Mengeluarkan perkataan yang melanggar
. akan dilyg, ) g
shift yang waktu makanny, diatur olep, i, tuan jam istirahat perusahaan, kecuali pekerja
13.27.Pekerja shift setelah usaj kerja harys g, ¢ 2 Bagian masing-masing,
" pada shift berikutnya, mengagd,

akan serah texima den an ke 'a en allt“‘ 1ya
17 1 * g e r] p gg
pekerja dilarang kerag me P
33.28.p:m‘;m. lalculcan Segala

182 1.

ketcn

macam bentyk perjudian di dalam lingkungan
sejenis dengannya di dalam linglun (m
38.30.Pekend dilarang melakykag kegjaiganan m
kerja brlangsung dalam ar yang seluas.|
dalam bentuk apapun, A

Pada papan pon " Mengurangi
kecual.i ata.s perintah atay ijin p Clslsahaan yang ada dalam lingkungan perusahaan,
3834.Pekerja dilarang membawa senjata tajam/benda-benda lain yang tidak ada hubungannya
dengad sifat serta kegunaannya  dalam
membahayakan bagi Perusahaan

lingkungan  Perusahaan dan dipandang
38.35.Pekerja dilarang menggunakan bahan baku, baran

‘ : tan { g setengah jadi, maupun barang jadi milik
persaaa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Perusahaan,
38.36.Pekerja dilarang memarkir kendaraan yang diba
parkir yang telah ditentukan oleh Perusahaan. D
rapi.
38.37.P.ekcr.ja hanya boleh menerima tamu selama jam ketja berlangsung, apabila ada ijin dari
Pimpinan Perusahaan atau Atasan yang berwenang dan menggunakan tempat yang telah
ditentukan oleh Pimpinan Perusahaan.
38.38.Pekerja harus taat dan mengikuti perintah / instruksi atasan.

wanya disembarang tempat, selain di tempat
an kendaraan harus diparkir secara tertib dan

Pasal 39
Tanda Pengenal

39.1, Betiap pekerja diberi kartu tanda pengenal, lengkap dengan foto yang bersangkutan sebagai
bukti, bahwa ia adalah karyawan dari perusahaan.

392. Setiap pekerja yang hendak masuk ke lokasi perusahaan harus mengenakan kartu tanda
Pengenalnya. Bagi yang tidak mcnggltl)nalfan ;1::‘; nj](?: n(\l;]:‘t;r::ﬂhz\l:kan masuk, kecuali bila

; den s ; .

3, ;d;gcnuthhgusag:n p:saL39.;. dl%Zrnlal:?lkan bilamana karena sesuatu dlan :(am hal pihak
Perusahaan yang belum dapat atau lalai menyediakan kamda e s

39.4.‘Pekc,ja yang mengundurkan diri wajib mengembalikan tanda pengenalnya.

16
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Karty tanda pengenal bc_zflaku 1 (satu) tahun dan setiap kali harus diperbaharui pekerja wajib
o 5 beﬂmsmuf untuk me‘ngajukan permohonan pembaharuan.
* pabﬂa pekerja kch}langan kartu mnda pengcnalnya., maka ia harus segera melaporkannya
; 26 = bagidn pcrsonah'fu untuk diberikan penggantinya. Pekerja wajib menanggung biaya
) Pemb“"”“ penggantian kartu tanda pengenal tersebut dengan harga yang layak, yang sesuai
Jongan ketentuan perusahaan.
Kartn tanda pengeral yang rusak sebelum habis'inasa berlakunya dapat diminfakan:
ggantiannya pada bagian personalia, dengan menunjukkan dan menyerahkan kartu tanda

pengcﬂ“! yang telah rusak. Untuk penggantian karena kerusakan ini tidak dikenakan biaya
uatan apapun. '
pend

7

BAB X1
JENIS PELANGGARAN DAN SANGSI
Pasal 40
Tindakan Disiplin

|, Pengusaha dapat mengambil Tindakan Disiplin terhadap sctiap pekerja yang melakukan
L Tata Tertib di perusahaan.
02 penegaktn disiplin kerja akan dilakukan langsung oleh Kepala Bagian yang bersangkfltan,'
0= dan apaltila pekerja tidak puas, ia dapat mengajukan banding ke atasan yang lebih ﬁn_ggl lagi
secara struktural, dilain pihak untuk pengambilan keputusan tersebut harus diadakan
pembicataan terlebih dahulu secara bersama-sama diantara Atasan yang memiliki wewenang,
untuk pengambilan keputusan tersebut . ) )
403. pelaksanaan penegakan disiplin kerja pada dasarnya dijiwai ole.h m]'cad baik pengusaha
" dalam membimbing pekerja guna mencapai prestasi kerja yang lebih baik. -
(04, Terhadap pelanggaran disiplin, pengusaha akan menentukan sata dari macam-macam
" tindakan disiplin sebagai berikut :
404.1. Teguran lisan. o
404.2. Dipindahkan ke tempat pekerjaan lain. cali kenai
40.4.3. Ditunda kenaikan upahnya/gajinya atav mm u_pahnya selama satu kali kenaikan.
404.4. Diberhentikan sementara/diskors dari pekerjaannya/jabatannya.
404.5. Membayar ganti rugi. o o
10:4.6. Surat Peringatan, yang terdiri dari 3 tahap/jenis :

i j lakunya 6 (enam) bulan.
. Surat Peringatan Pertama, jangka waktu ber
- g:rat Peringatan Kedua, jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan.
- Surat Peringatan Ketiga, jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan.

4047 Surat Peringatan tersebut dapat diberikan tanpa harus memurut urutannya, tetapi
 berdasarkan Pid“ tingkat bera/ingannys keseh zt;:r‘r)dﬁiar::}mm masih melakukan
. Surat Peringatan K¢ e :
40’4.81.:]*?;&:;”: glategli,ah makamendaps:nbil menunggu penyelesaian pemutus?hhubun%: kcl]:
N : i tara apa bila perundinganny
at diberhentikan sementara ap
berdasarkan UU No. 13 th 2003 dap
tidak ad4 titik temu. : - <iolin dapat diambil tanpa didahului surat
i dakan disiplin dap
049, Dalam kesalahan besar/kejahatan, tin

Peringhtan.
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“Pasal 41
Ganti Rugi

’ q)‘d‘ pekerja yang dgngan scngnja atau lalai/ceroboh merusakkan
w d]sampmg_d_lkmnkml tindakan disiplin, juga dikenakan sanksi untuk mengganti
P g barang atau s.emlal. kerusakan/kerugian yang dialami oleh perusahaan dengan cara

;na*&;:‘gsll;f. Mau diperhitungkan upah pada sast yang bersangkutan mcncrim'a upah. (PP
No®/ '

barang-barang milik

Pasal 42
Pemberhentian Sementara/Skorsing

o D,mm ktadaan tenenm pgkclja dapat diberhentikan sementara/skorsing. .

4.2 Tindakan skors_m.g. diberikan kt‘:pada pekerja yang bersangkutan, melalui surat yang
tembusattnya dikirim kepada Pimpinan Unit Kerja setempat, Disnakertrans kabupaten
Pasuruan.

42.3. Selama dalam masa skorsing upah pekerja dibayar 100 % UU No. 13 th 2003

Pasal 43
Pemutusan Hubungan Kerja
43.1. Perusahaan akan berusaha untuk sedapat mungkin menghindari adanya Pemutusan
Hubungan Kerja. g

432. Aabila tefjadi Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan akan melaksanakan sesuai dengan
prosedut yang terkandung dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 jo UU No. 13
tahun 2003 ,

BAB XII
UANG PESANGON/UANG JAS
Pasal 44 . *
Perhitungan Uang Pesangon/Uang Penghargaan masa kerja

Pada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan, berdasarkan ketentuan yang
berlaku, berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sesuai
ketentuan dalam UU. R1 No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab XII Pasal 156

Perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut :
- Masa kerja kurang dari 1 tahun

1 bulan upah
-Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
- Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
- Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
- Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah -
-Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
- Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dan 7 tahun 7 bulan upah
- Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah
- Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 9 bulan upah .
Perhitungad Uang Penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :
-Masa ke’xgja 3 tahgun atan lebib tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah
-Masakerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang daq 9 tahun 3 bulan upah
-Masakerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upi
- Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 2 \;ﬁan upeh
- Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 0 up

18
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asa kerja 18 tahun atau lobil g,
Masa kerja 21 tahun atau lobil, wrang dari 2 tahug

2 feue
Masa kerja 24 tahun atau lebiy, urang darl 24 1yl Thulanupsl

8 bulan upah
10 bulan upah

Usng Penganti Pasal 45
4 gantian Hak (UU N, 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4)
56 ayn

’
ii kerugian diberikan u st
Gat ntuk masa istirghag tahunan yang belum d;nmbil dan belum®:

1.
B gur.
g‘;mi kerugian untuk istirahat panjang di\

5 iamb“ da':!_:)e';‘“l\( BUBUr menurut pe berikan untuk istirahat panjang yang belum
keda yang di Fn ukan untuk dapat y s
Tujangan Istirahat Panjang, pat mengambil istirahat panjang, dikalikan dengan besarmya

jaya atau on_gkos pulang untuk pekers
53  erima bekerja. pekerja dan keluarganya ketempat dimana pekerja ity

antian perumaha
pelle # " Serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 % (lima

454 n) yang kerj
pelds persen) Yang kerjanya telah ;
masa kerja. memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan

Pasal 46
pembtusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

Hub ; T
46.1. pemutusan t“ ungas Kerja dapat diberikan secara tidak dengan hormat, tanpa surat
peringatan, anpa Uang Pesangon dan Uang Penghar i i UU
gaan Masa Kerja, sesual

No. 13 Tahun 200_3 Pasal 158 dalam hal sebagai berikut : ’

46.1.1. Memberikan keterangan palsu / tidak benar atau yang dipalsukan, termasuk pada
saat menangadakan Perjanjian Kerja maupun setelah itu.

46.1.2. Mﬁbllk, madat, memakai obat bius / narkotik atau sejenisnya ditempat kerja atau
dilingkungan perusahaan. .

46.1.3. Melakukan pgrbuatan asusila ditempat kerja. )

46.1.4. Mela}kukan tindakan kejahatan / kriminal, misalnya : mencuri, menggelapkan,
menipu, n.\empe'rdagangkan barang terlarang, baik dalam lingkungan perusahaan
maupun diluar lingkungan perusahaan.

46.1.5. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga
pengusaha atau teman sekerja.

46.1.6. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang
melanggar / bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

46.1.7. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalan
keadaan bahaya milik perusahaan.

46.1.8. Dengan sengaja atau ceroboh / lalai merusak atau membiarkan diri atau teme
sekerja dalam keadaan bahaya. .

46.1.9. Mambongkar rahasia perusahaan, atau rahasia rumah tangga atasannya, at
teman sekerjanya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepenting

Negara. -
46.1.10. Menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya ant

lain menerima suap, baik berupa uang atau berupa apapun.

-
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(o3 Langhah Ketiga

SLL

51.2.

51.3.

514

04 Langkah Keempat

. Peraturan Perusahaan jp; b

Langien Kedue Bila Penyelesaian TGS
Para pihak, Pada langkah pertama belum memuaskiu

maka d imi ihak yang
secara stryky apat  dimintakan bantuan dan p y

ural lebih tinggi ih 6 lag) i
dalam lingkup p eniq:h,,;::l_ml (atasan yang lebih tngg

Jika penyelesaian pad
Maka dapa diminlakmf\
(Personalia/HRD)‘

langkah kedua belum jugs memuask,
bantyan dari bagian urusan kepegaysa)
- ’

Jika Penyelesaian pada langkah ketiga belum juga memuaskan,
™aka baru dibenarkan meminta bantuan dari Kantor Disnakes
dan Trans setempat untuk diselesaikan lebih lanjut.

Pasal 50

Jangka Wake Berlakunya Peraturan Perusahaan

Transtmigrasi Kabupaten Pasuruan, Jak tanggal disahkan oleh Dinas Tenaga

Berlaku selama 2 (dua) tahyn,

Pasal 51»

Ketentuan Peralihan
Perathran-peraturan yang sifamya interen, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal
yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini, tetap berlaku, ‘
Apablla di kemudian hari ada Undang-Undang/Ketentuan baru yang membatalkan bd’h“
dalam Peraturan Perusahaan ini, maka Peraturan Perusahaan ini tetap berlaku, kecuali
Ketentuan yang dibatalkan, .
Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini, atau dalam hal terjadi perbedaan
penafsira terhadap isi Peraturan Perusahaan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan
kemudian dinyatakan secara tertulis dalam suatu aturan tambahan atau perbaikan terhadap
pasal-pasal yang berlaku.

Apa bila dalam PP ini isinya ada yang bertentangan dengan UU, maka yang diberlakukan

Undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.

Michael B. Daniel
Direktur Adm & SDM
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